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SALINAN       P U T U S A N
Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara: 

     PENGGUGAT, lahir tanggal 27 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan  Jualan, tempat  tinggal  di Kabupaten  Limapuluh

Kota, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  lahir  tanggal  20  Maret  1974,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten

Limapuluh Kota,  sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat  dan saksi-saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

         Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya

tertanggal  25  Juni 2018 yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Payakumbuh dalam register Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal

25 Juni 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  yang sah menikah

pada tanggal 11 Oktober 1999 yang tercatat dalam Duplikat  Buku Nikah

NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 21 Juni 2018;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  membina  rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota lebih

kurang 2 tahun lamanya, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah

ke  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Kabupaten  Limapuluh  Kota  sampai

berpisah;
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3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  bersama  sebagaimana

layaknya  suami  istri  dan  telah  dikaruniai  4  (empat)  orang  anak  yang

bernama:

3.1. ANAK I  PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir  tanggal  20

Juni 2000;

3.2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 31

Maret 2004;

3.3. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 02

Mei 2008;

3.4. ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 07

Desember 2010;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2000 mulai tidak rukun

dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
4.1. Tergugat suka main judi (BT);
4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah

dan kebutuhan rumah tangga serta keperluan anak, karena Tergugat

malas  bekerja,  sehingga  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari

Penggugat lah yang berusaha sendiri;
4.3. Tergugat  seorang  yang  tempramental,  setiap  terjadi

permasalahan  dalam  rumah  tangga,  Tergugat  sering  menanggapi

dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat sering melakukan

kekerasan  fisik  terhadap  Penggugat,  seperti  Tergugat  pernah

memukul Penggugat hingga Penggugat mengalami keguguran;

5. Bahwa  akibat  perbuatan  Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran  dan

perselisihan,  Penggugat  sudah  berusaha  menasehati  Tergugat  untuk

merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapinya, bahkan

antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal kemudian

rukun kembali;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2017 yang

disebabkan  karena  Tergugat  cemburu  terhadap  Penggugat  tanpa  sebab

dan  alasan  yang  jelas,  sehingga  terjadi  perselisihan  mulut  antara
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Penggugat  dan  Tergugat,  dan  sejak  saat  itu  antara  Penggugat  dengan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya;

7. Bahwa  sekarang  Penggugat  tinggal  di  rumah  keluarga  di  Kabupaten

Limapuluh  Kota,  sedangkan  sekarang  Tergugat  tinggal  di  Kecamatan

Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;

8. Bahwa  selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah

terhadap Penggugat dan anak;

9. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui

orang  lain  untuk  menyelesaikan  kemelut  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat namun tidak berhasil,  karena Penggugat merasa tidak sanggup

lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama Tergugat  untuk membina rumah tangga yang bahagia di  masa

yang akan datang;

11. Bahwa  Penggugat  sanggup  menanggung  segala  biaya  yang

ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

    Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  memohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

tersebut untuk menetapkan hari  persidangan perkara ini  dengan memanggil

kedua belah pihak dan  selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT tehadap PENGGUGAT;

3. Menetapkan  biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

         Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan  yang seadil

adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang
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menghadap di  muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai  dengan relaas

panggilan Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 02 Juli 2018 dan tanggal 13

Juli  2018,  serta  tidak  terbukti  ketidakhadirannya  itu  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

 Bahwa Majelis  Hakim telah  memberi  nasihat  kepada  Penggugat  agar

rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

 Bahwa upaya mediasi  tidak dapat  dilaksanakan karena Tergugat  tidak

pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil  secara

resmi dan patut selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25

Juni 2018, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

 Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A.  Surat:

Fotokopi Duplikat  Buku  Nikah NOMOR   tanggal  21  Juni  2018 yang

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Payakumbuh,  Kabupaten  Limapuluh  Kota yang  telah

dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti P;

B.  Saksi:

1. Saksi  I  PENGGUGAT,  umur  60 tahun,  agama  Islam,  pendidikan   SD,

pekerjaan  Tani,  tempat  tinggal  di  Kota  Payakumbuh,  mengaku  ayah

kandung  Penggugat,  kenal  dengan  Tergugat  di bawah  sumpahnya

memberikan keterangan  sebagai berikut:

       -  Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada  tanggal  11  Oktober

1999 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

       -   Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota;

        -   Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

        - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan

harmonis  tetapi  sejak  tahun  2000 tidak  rukun  lagi,  sering  terjadi

peselisihan dan pertengkaran;

        -    Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
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        - Bahwa  penyebab perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat

dengan Tergugat karena Tergugat suka main judi togel, Tergugat kurang

bertanggungjawab terhadap nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan

keperluan anak dan Tergugat juga malas bekerja;

        -   Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah

karena  Tergugat  seorang  yang  temperamental  sering  menanggapi

masalah  dengan  emosi,  Tergugat  juga  sering  melakukan  kekerasan

fisik  terhadap  Penggugat  seperti  memukul  Penggugat  bahkan

Penggugat pernah mengalami keguguran karena kekerasan fisik yang

dilakukan Tergugat;

        - Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sekitar  7 (tujuh) bulan;

        - Bahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah  berusaha  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil; 

       2. SAKSI II  PENGGUGAT, umur  55 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan  Ibu  rumah  tangga,  tempat  tinggal  Kabupaten  Limapuluh  Kota,

mengaku  ibu  kandung  Penggugat  dan  kenal  dengan  Tergugat  di bawah

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

         - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober

1999 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

         -  Bahwa  setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota;

         -  Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai  4 (empat)  orang

anak;

         - Bahwa rumah tangga Penggugat  dengan  Tergugat  awalnya  berjalan

rukun tetapi sejak tahun 2000 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

         -   Bahwa saksi  pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

         - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan

Tergugat  karena  Tergugat  suka  berjudi,  Tergugat  kurang

bertanggungjawab  terhadap  nafkah  keluarga  karena  Tergugat  malas

                                       Hal.5 dari 15  hal. Putusan Perkara Nomor 0295/Pdt.G./2018/PA.Pyk 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha  akibatnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga

terpaksa Penggugat berusaha sendiri;

        -  Bahwa  Tergugat juga suka menghadapi permasalahan dalam rumah

tangga dengan emosi bahkan Terguigat sering melakukan kekerasan

fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat;

        -  Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sekitar 7 (tujuh) bulan;

        - Bahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah  berusaha  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  tidak  mengajukan  alat  bukti  lain  dan

mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut; 

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap

dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang

tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

        Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

        Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

datang  menghadap sendiri  (in person)  di  muka  sidang  sedangkan  Tergugat

tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang sah untuk datang menghadap di  muka sidang serta tidak pula terbukti

ketidakhadirannya  itu  disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  dibenarkan  oleh

hukum (default  without  reason),  meskipun telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut; 

         Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan

tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir

dan oleh  karena itu,  maka putusan atas  perkara  ini  dapat  dijatuhkan tanpa

hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

         Menimbang, bahwa sesuai  dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan
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Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  memberi

nasihat  kepada  Penggugat  agar  mengurungkan  niatnya  bercerai  dengan

Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia

untuk hidup rukun kembali  dalam rumah tangga dengan Tergugat  dan tetap

ingin bercerai;

         Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh

karena  itu  mediasi  yang  diamanatkan  oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI

Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; 

         Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang

pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

         Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan

akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti

P yang diajukan oleh Penggugat  berupa fotokopi  Duplikat  Buku Nikah telah

dinazegelen  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  cocok,  isi  bukti

tersebut  menjelaskan  mengenai  adanya  pernikahan  yang  dilakukan  oleh

Penggugat  dengan Tergugat  pada tanggal  11  Oktober  1999,  sehingga bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

         Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus

dinyatakan  terbukti  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terikat  dalam

perkawinan  yang  sah  dan  belum  pernah  bercerai,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat,  Penggugat  berhak  dan  berkepentingan  mengajukan  gugatan

cerai terhadap Tergugat;

            Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah

rumah tangga Penggugat  dan  Tergugat  pada awalnya  rukun  dan harmonis,

namun sejak bulan Juni tahun 2000 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi

pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka main judi (BT),

Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  dalam masalah  nafkah  dan  kebutuhan

rumah tangga serta keperluan anak, karena Tergugat malas bekerja, sehingga

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri,

Tergugat  seorang  yang  tempramental,  setiap  terjadi  permasalahan  dalam
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rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah,

bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti

Tergugat  pernah  memukul  Penggugat  hingga  Penggugat  mengalami

keguguran.  Pertengkaran  terakhir  terjadi  pada  bulan  November  2017  yang

disebabkan karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat tanpa sebab dan

alasan yang jelas, sehingga terjadi perselisihan mulut antara Penggugat dan

Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya;

          Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata

khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat  khusus pula,  maka

berdasarkan  azas lex specialis derogat lex generalis  ketidakhadiran Tergugat

dalam  perkara  ini  tidaklah  dapat  dianggap  sebagai  pengakuannya  yang

memiliki kekuatan pembuktian sempurna  (volledig)  dan mengikat  (bindende),

melainkan  hanyalah  menggugurkan  hak  jawabnya  terhadap  gugatan

Penggugat,  karena  menurut  Pasal  311  R.Bg  Jo.  Pasal  1925  KUHPerd,

pengakuan  yang  mempunyai  nilai  pembuktian  yang  lengkap  hanyalah

pengakuan yang dilakukan di  depan hakim, oleh karena itu  harus didukung

dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo adalah  perceraian

dengan salah satu alasan  sebagaimana dalam  Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  dan  Pasal  116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum

Islam, yaitu  “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri

dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka

berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Pasal  134  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  Penggugat  tetap  harus  dibebani

pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga

atau  orang-orang  dekat  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  lebih

meyakinkan  adanya  perselisihan  dan  percekcokan  dalam  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat membuktikan

tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat,  telah Majelis Hakim

uraikan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut

tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  dihadirkan  Penggugat  telah

memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan

di  bawah sumpahnya di  muka sidang,  selengkapnya keterangan saksi-saksi

tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas; 

          Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat  yang

keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat

bahwa  kedua  orang  saksi  tersebut  telah  memenuhi syarat  formil  karena

masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi  (in person)  di depan

persidangan  dan  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpahnya  serta

tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara

materiil dari keterangan saksi pertama menerangkan bahwa antara Penggugat

dengan  Tergugat  sering  terlibat  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan

Tergugat  suka  berjudi,  Tergugat  kurang  bertanggungjawab  terhadap  nafkah

keluarga karena malas berusaha  dan Tergugat bersifat  tempramental,  setiap

kali  terjadi  permasalahan dalam rumah tangga Tergugat  sering  menanggapi

dengan  emosi  dan  marah-marah, Tergugat  suka  melakukan  kekerasan  fisik

seperti memukul Penggugat  bahkan Penggugat pernah mengalami keguguran

akibat kekerasan fisik Tergugat,  akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut

Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  sekitar 7 (tujuh)

bulan sampai  sekarang sedangkan saksi kedua  juga  menerangkan hal  yang

sama  dengan  keterangan  saksi  pertama.  Oleh  karena  itu  Majelis  Hakim

berpendapat  keterangan  saksi  yang  sama  saling  bersesuaian  dan  saling

menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu

sesuai  dengan  ketentuan  171  dan  175  R.Bg.  dan  Pasal  306  -  309  R.Bg.,

sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat

dapat diterima; 

                                       Hal.9 dari 15  hal. Putusan Perkara Nomor 0295/Pdt.G./2018/PA.Pyk 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  dan  keterangan  saksi-saksi

tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil  gugatan Penggugat dapat ditemukan

fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut: 

- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai

suami istri yang sah sejak tanggal 11 Oktober 1999 sampai sekarang belum

pernah bercerai;

- Bahwa terbukti benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai  4 (empat) orang anak;

-  Bahwa  terbukti  benar  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terlibat

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat  suka berjudi, Tergugat

kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga karena malas berusaha

dan  Tergugat  bersifat  tempramental  bahkan  Tergugat  pernah  melakukan

kekerasan fisik pada Penggugat;

-  Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh)

bulan hingga sekarang;  

-  Bahwa terbukti  pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

pria  dengan seorang wanita  agar  tercipta  rasa nyaman di  antara  keduanya

sehingga  dapat  membentuk  keluarga  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah

sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21:

قق    قل قخ نن قأ هه هت قيا آ نن هم نم        قو كك قن ني قب قل قع قج قو قها ني قل هإ كنوا كك نس قت هل ججا قوا نز قأ نم كك هس كف نن قأ نن هم نم كك جة قل دد قو قم

. قن       كرو دك قف قت قي مم نو قق هل مت قيا ل قك هل قذ هفي دن هإ جة قم نح قر قو
Artinya: “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaanNya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  nyaman  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa

kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Menimbang,  bahwa  tujuan  perkawinan  tersebut  juga  tertuang  dalam

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap

Penggugat  tetap  ingin  bercerai  dengan  Tergugat  dan  Tergugat  yang  tidak

pernah hadir di muka sidang, antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat

perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Tergugat suka  berjudi,  Tergugat

kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga karena malas berusaha,

Tergugat  bersikap  tempramental,  bahkan  Tergugat  pernah  melakukan

kekerasan  fisik  terhadap  Penggugat  akibat  hal  tersebut  antara  Penggugat

dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan sampai

sekarang, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak saling mencintai  dan tidak saling mempedulikan lagi,  hal  tersebut juga

menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah

tidak lagi  terjalin  antara Penggugat  dengan Tergugat,  Majelis  Hakim menilai

rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan  tidak

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

         Menimbang,  bahwa  pada setiap persidangan Majelis  Hakim selalu

berusaha untuk menasehati  Penggugat  agar  rukun kembali  membina rumah

tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim

menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi

mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan

rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Pasal  3  Kompilasi

Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis

Hakim perceraian  adalah solusi  yang terbaik  bagi  Penggugat  dan Tergugat,

karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal

itu akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

        Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah

justru akan menimbulkan  mafsadah bagi Penggugat dan Tergugat sedangkan

perceraian juga menghilangkan kemashlahatan yang tentu juga mafsadah bagi

kedua belah pihak, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus

dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih

dalam  kitab  Al-Asbah  Wa  al-Nazhaair,  hal.  161  yang  diambil  alih  menjadi

pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:
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أخفهما        بإرتكاب ضررا أعظمهما روعي مفسدتان تعارض .إذا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari  mafsadah yang paling

besar  kemudharatannya  dengan  melakukan  yang  lebih  ringan

mafsadahnya”. 

         Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap

Penggugat  tidak  bersedia  lagi  membina  rumah  tangga  bersama  Tergugat,

Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih

sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248

yang berbunyi; 

ببينة     إذا القاضي لدي دعواها مما      ثبتت اليذاء وكان الزوج اواعتراف  الزوجة

وعجز       أمثالهما بين العشرة دوام معه بينهما     ليطاق الصلح عن القاضي

بائنة   طلقة  .طلقها

Artinya:  “Apabila  istri  telah  dapat  menguatkan/menetapkan  gugatannya  di

hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan

penderitaan  itu  tidak  bisa  untuk  mempertahankan  kelangsungan

kehidupan  rumah  tangga  diantara  keduanya  dan  hakim  tidak  dapat

mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami

terhadap istrinya dengan talak bain”;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pecah  dan  tidak  dapat  diperbaiki  lagi

(marriage  break  down)  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

yang  terus  menerus  dan sudah  sangat  sulit  untuk  merukunkan  Penggugat

dengan Tergugat  kembali  serta  tidak ada lagi  prospek pemulihan hubungan

rumah  tangga  yang  bahagia,  sebagaimana  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah

Agung RI  Nomor  273 K/AG/1998 tanggal  17  Maret  1999 yang  menyatakan

bahwa cekcok,  hidup berpisah tidak dalam satu  tempat  kediaman bersama,

salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak

lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  dan  pertimbangan-

pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan

Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal
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19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut

untuk  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat

terhadap  Penggugat  sebagaimana  ketentuan  Pasal  119  angka  2  huruf  (c)

Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  maka  petitum  angka  3  gugatan

Penggugat  patut  untuk  dikabulkan,  dengan  membebankan  biaya  perkara

kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-

dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1.   Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2.   Mengabulkan gugatan Penggugat  secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT   terhadap PENGGUGAT;

4.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan

Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  06  Zulkaidah  1439 Hijriah  oleh  kami  Dra.Hj.  Wadi  Dasmi,

M.Ag,. sebagai  Ketua Majelis,  Dra. Indrayunita dan Anneka Yosihilma, SH,.

MH,.  masing-masing hakim  anggota.  Putusan diucapkan oleh  Ketua Majelis

tersebut  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  dengan

didampingi  oleh  hakim  anggota yang sama dan dibantu  Yuskal Efendi, SH

sebagai Panitera  Pengganti  dengan dihadiri  oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis 
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                                                                          ttd            

t    Hakim Anggota    Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

           
         
           ttd
             
      Dra. Indrayunita

       
      Hakim Anggota

            ttd    

      Anneka Yosihilma, SH,.
                                                                    Panitera Pengganti      

   

          ttd   

   Yuskal Efendi, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Leges : Rp.    3.000,00
4. Biaya panggilan : Rp.   240.000,00
5. Biaya meterai : Rp.     6.000,00
6. Redaksi : Rp.    5.000,00

J u m l a h : Rp.  334.000,00

        (Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupia

                                          Payakumbuh, 19 Juli 2018

                                          Salinan   putusan ini   sesuai  dengan     aslinya
                    Panitera 
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                     Drs. H. Armen, SH
                                               

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 

______________________

Putusan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  sejak  tanggal

________
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